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Tolak Hibah Bangunan Rest Area

RIMBO PENGADANG - Bangunan
rest area Badan Kileak di Kelurahan

Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo
Pengadang dipastikan bakal tak teru-
rus.AdakemungkinanPemkabLebong
menolak hibah fisikbangunan senilai
Rp 1,2 miliar milik Provinsi Bengkulu
yang dibangun tahun 2018 itu.

"Yangpastikami belum mengecekkori-
disi fisik bangunannya," kata Sekretaris
DaerahKabupatenLebong, H.Mustanini
Abidin,SH,M.Si.

Jika kondisi bangunannya sudah ban-
yak yang rusak, Mustarani pastikan
berat bagi Pemkab Lebong menerima
bangunan itu. Beban Pemkab Lebong

menyediakan lahan. Sedangkan fisik
bangunannya dibangun Pemprov
Bengkulu. "Persoalannya bangunan
rest area itu belum dihibah ke kabu
paten sehingga kami tidak bisa me-
mungsikannya," ungkap Putra.

Tidakdipungkirinya, PemprovBeng
kulu memang sudah mengomunikasi-
kan rencana hibah bangunan peristira-
hatan bagi pengendara itu. Hanyasaja
Bidang Aset perlu menelusuri lebih
dalam fisik bangunan sesuaiperjanjian
yang pernah disepakati. Soalnya kon
disi fisik bangunan mulai mengalami
kerusakan sehingga dikhawatirkan
tidak bisa digunakan. "Kami akan

akan semakin bertambah hanya untuk
melakukan perbaikan. Apalagi jika me
mang fisik bangunannya bermasalah,
tentu saja Pemkab Lebong akan meno
lak."Kami jugaakanmeminta petunjuk
PakBupan' soalrencana hibah bangunan
rest area di jalur lintas Lebong ke Rejang
Lebong itu," terang Mustarani.

Sementara Kabid Aset, Badan Keuan-
gan Daerah(BKD) Kabupaten Lebong,
Rizka Putra Utama, M.Si mengaku
memang antara Pemkab Lebong dan
Pemprov Bengkulu sempat men-
jalin memorandum of understanding
(MoU)terkaitpembangunan rest area.
Dalam kesepakatan, Pemkab Lebong

mengajak Pemrov Bengkulu bersama-
sama ke lokasi guna melihat kondisi
bangunan," jelas Putra.

Jikaprovinsi siap memperbaiki fisik
bangunan yang rusak, lanjut Putra, ada
kemungkinan Pemkab Lebong men
erimahibahnyasehinggabangunan itu
akan masuk ke daftar aset kabupaten.
Jika provinsi tidak siap, tentu saja Bi
dang Aset akan menolak menerima
bangunan rest area itu karena butuh
anggaran lagi untuk perbaikan. "Tidak
mungkinjuga bangunannya belum di-
pakai, namun kabupaten dibebankan
melakukan perbaikan," tutup Putra.
(sea)


